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KEPUTUSAN CrUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOIVIOR 640 TAHUN 2017 

TENTANG 

TIM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN 
PERIKANAN MUARA ANGKE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PR,OV:\ISI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Jakarta akan 
dibangun mcnjadi kawasan pelabuha,n tcrpadu sehMgga 
diperlukan keterpaduan. progratn. antara instansi terkait; 

b. bahwa, dals= rangka percepatan dan kelancaran pclaksana.a.n 
pembangun£m serta penata.an  maupun pengembangan Kawasan 
Pelabuhan Perikanan Muara Angkc scbagannana. dimaksud dalam 
huruf a, perau dibentuk Tim Terpadu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Tirn Penataan dan Pengem.bangan Kawasan Pclabuhan 
Perikana.n iara Angke; 

Mengin.ga.t : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintaha.n 
Provinsi Da_,erah Khusus Ibukota. Jakarta schagai Ibukota Negara, 
Kesatuan Rep-ublik Indonesia; 

3, Undarxg-Un6ang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pcraturan F'....rundang-undangan; 

4. Undang-Unang Nomor 23 Tahun. 201.4 tentang Pemerintahan 
Daera.h sebE:gaimana teia.h beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah 2030; 

6. Peraturan Dacrah Nomor 1 Ta.bun 2014 tentang Rencana Detail 
Tata Ruang Can Peraturan Zonasi; 

MEMUTUSKAN 

Menetapican : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENATAAN DAN 
PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN PERT.KANAN MUARP.i. ANGKE. 



• Ditetapkan di Jakarta 
pada„taiaggal 23 Maret 2017 
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KESATU 	Mambentuk Titn. Penataan dan Pengembangan Kawasan Pe1abuhan 
Perika,nan Muara. Angke dengan sus-unan kaa.nggote,an dan rincian 
tugas sebagaimana tercantum dalarn Larnpfran. I dan Lampiran II 
KePutusan Gubernur ini. 

KEDUA 	: Dalam melaksanakan tugas seba,gaimana dim.aksud pad, diktum 
KESATU, • Keaua Pelaksana Tim Penataan dan Penge T.Ibangan 
Kawasan Pelabuba.n Perikanan Muara Angke clapat memb at surat 
tugas baik yang bersifat terenea,na rnaupun yang bersifat sewaktu-
waktu, mendesa.k dan/atau sesual kebutuhan, 

KETIGA 	: Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas 
Tim Penataan dan Pcngembangan Kawasan Pelabuhan erikanan 
Mua,ra. Angke kepada Gu,bernur paling larna. 3 (tiga) bulan seka1i. 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak5ud pad diktum 
KESATU, Tim Penataan dan Pengembangan Kawasan P labuhan 
Perikanan Muara Angke dapat mengikutsertakan ten ga ahh 
da,n/atau narasumber. 

KELIMA 	Biaya yang iperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim selar gaimana 
dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada nggaran 
Pendapa,tan dan Belanja. Daerah (APBD) melalui okurnen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja 'erangkat 
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan su ber lain 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u dangan. 

KEENAM 	: Keputusan Gubernur ini mulat berlaku pad,a, tanggal diteta kan. 

Tembusan : 

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
2. Asisten Pembang-unan dan Lingkungan Hidup 

Sekda Provinsi DKI Jakarta 
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan 

Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Badan Perencanaar. Pem.banguna.n Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 
6. Walikota Jakarta Utara 
7. Kepala Dinas Ketahanan Pa.ngan, Kelautan dan Pertanian 

Provinsi DKI Jakarta 
8, Kepala Dina,a Pemberdayaan,Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk PrDvinsi DKI Jakarta. ' 
9. Kepala Dinas Koperasi, Usa.ha Kecil dan Menengah serta 

Perdagangan Provinsi DKI Jakarta 
10, Kepala Dinas Perindustriat dan Energi Provinsi DKI Jakarta 
11. Kepala Dinas Linghaingan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 
12. Kepala Satuan Polisi Pamoug Praja Provinsi DKI Jakarta 
13. Kepala Biro Perekonornian Setda Provinsi DKI Jakarta 
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingktingan Hidup 

Setda Provinsi DKI Jakarta 
15. Kepala Biro Hi.:tkurn Setda. Provinsi DKI Jakarta 



'OTA JAKARTA, 
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Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

NOrnot 640 TAHUlf 2017 
' 	Tanggal '23 Maret 2017 

SUSUNAN TIM PENATAAN DAN PENGEMBANG-AN KAWASAN 
PELABCHAN PERIKANAN MUARA ANCTKE 

16. Sekretaris 

17. Anggota 

: 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 
2, Walal Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

; Sekretaria Daerah Provinsi DKI Jakarta 
1, Aais:en Perekono:n-lian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI 

Jakarta 
2. Asisten Pembangunan dan Lingkunga,n Hidup Sekda 

Provinsi DKI Jakarta 
3, Kepala Badan Perencanaan Perabangunan Daerah Provinsi 

DKI Jakarta 

: 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kclautan da.n Pertanian 
Provinsi DKI Jakarta 

2. Kepala Biro Perekonomian Sctda Provinsi DKI Jakarta 

1. Waii:tzota. Jakarta Uta,ra 
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKT Jakarta 
5. Kepala. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 
7, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Keoil dan Mencngah serta 

Perda.gangan Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Provinsi DKI Jakarta 
9, Kepaia Dinas Cipta. Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

Provinsi DKI Jakarta 
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan. Hidup Setda 

Provinsi DKI jakarta. 
11. Kepala Biro Huktun Setda Provinsi DKI Jakarta. 
3.2. Direksi PD Pasar Jaya 
13. Direksi PD Air Minum Jaya. 
14. Direksi PT Bank DKI 

Plt. GUB 	R PROVINSI DAERAH KHUSUS 

I. Pengara,h 

II., Petaksana 

1. Ketua 
2. Waki1 

Kctua 



Lampiraa-  II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Nomor 	640 TalltIN 2017 
Tanggal 23 Maret 2017 

RINCIAN TUGAS TIM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN 
KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA A.NGKE 

I. Pengarah 

	

	: Member:kan arahan Inen.genai pelaksanaan dan pengembanga.n 
Kawas.an Pelabuhan Perikanan Muara Angke 

II. PeIaksana. 
a., Ketua 	: Metnimpin 	dan 	men.goordinasikan. 	Pelaksa.naan 	dan 

Pengem.bangan Kawasan Pelabuhan Parikanan Muara Angke 

: 1, Asisten Perekonomian dan Keu.angarx Sekda Provinsi DKI 
Jakar=a, bertugas memonitor dan mengoordinasikan 
pelakaan.aan, kegiatan Penataan dan Pengembangan aktivitas 
ekonca-ni Kawasan Pelabuhan Perilanan, Muara. Angke oleh 
SKPD,.UKPD terkait 

2. Asister.n. Pembangunan dan Lingkungan 	Sekda. Provinsi 
DKI Jakarta, bertugas mernonitor dan mengoordinasikan 
pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pcngembangan Kawasan 
Pelabuhan Perikana.n Muara Angke terkait dengan 
pernbangunan sarana dan prasarana, pehataan ruang dan 
kualitas lingkungan 

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. 
DKI Jakarta, bertugas: 

a) molgoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan clan 
ar.ggaran penataan serta pengern.ba.ngan. kawasan 
PeLa.buhan Perikana.n Muara Angke; dan 

b) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 
kcnsistensi pelaksanaan kegiatan dan capaian sasaran 
peiaksanaan tugas Tim. 

c. Sekretaris ; 1. Kepala Dinas Ketahanan Pan.gan, Kelautan dan Pertania.n 
Provirasi DKI Jakarta, bertugas 

a) menyusun rerica,na penataan, pengembangan dan 
sarana perikanan kawa.san Pelabuhan 

Perikanan Muara Angke; 

ine-4yusun penyernpurna.an/re-v-isi  Keputusa,n Crubern-ur 
Nomor 598 Tahun 1990 tentang Penetapa.n Pangkalan 
Pandaratan Ikan Muara. Angke Jakarta Utara sebagai 
Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan 
Perikanan Daerah Khusus Ibukata Jakarta; dEkn 

c) me..a.kukan koordinasi dengan SI<PD/UKPD terkait daIam 
rar.gka percepatan Penataan. dan Pengembangan Kawasan 
Peabuhan Perikanan Muara Angke, 

2. Kepaia. B.iro Perekonornian _Setda Provinsi DKI Jakarta, 
bertugas merumuska.n dan menyiapkan bahan monitoring 
dan avaluasi Pelaksanaan dan Pengembangan Kawasan 

.Pelab-ahan Perikanan Muara. Angke 

b. Waki1 
Ketua 

b) 
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d. Anggota. 	1. Walikota Jakarta Utara, bertugas mengoordina.sikan 
pena=aan pemukiman liar dan pedagang kaki lima di dalam 
kawasan Pelabuhan Perikanan Muara, Angke 

2, Kepa. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, bertugas:  

a) mengoptirnatkan fungsi petabuhan penyeberangan Muara 
A-r-_gke; 

b) mztakuka,n kajian traffie ma.nagement kawasan 
Pabuhan Perikanan Muara Angke; 

e) rnengintegrasikan .ke&tan pela.buhan dan terminai 
angkutan umurn di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara 
Angke; dan 

d) meningkatkan pelayanan dan sarana kepelabuhan dan 
tt=ninal angkutan umum di kawasan Pelabuhan 
Pejkanan Muara Angke. 

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI • Jakarta, 
bertugas : 

a) menyusun analisa kebutuhan rencana aksi terkait 
peningkatan kualitas lingkungan kawasan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL), sampah, instalast air, 
ma_ngrove, reklamasi dan lainnya di kawasan Pelabuhan 
Peikanan Muara Angke; dan 

b) me.nyusun anatisa kebutuhan sarana dan prasarana 
lirgkungan di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara, 
Angke. 

4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 
bertugas metakukan penataan dan pembangunan sarana 
penerangan jalan UMIJM di kawasan Pelabuhan Perikanan 
Muara. Angke 

5. Kepaa Dinas )3ina Marga, Provinsi DKI Jakarta, bertugas 
melaka.nakan pembangunan sarana dan prasarana jalan, 
jembatan dan saIuran pa.da kawasan Pelabuhan Perikanan 
Muara Angke 

6, Kepa:a. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 
membangun bertugas 	 dan 	prasa,ra,na sarana, 

hendungan/ tanggul dan saluran dalam kawasan Pelabuhan 
Peril=.an Muara Angke 

7. Kepa.:a. Dinas Koperaai, Usaha Kecii dan Menen.gah serta 
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, bertugas melakukan 
penataan dan pembinaan terhadap UMKM-  dan pedagang 
kaki lima di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Muara 
Angke 

S. Kepale_ Dinas Perumahan Rakyat an Kawasan Permuld.man 
Provinsi DKI Jakarta bertugas: 

a) melakukan inventarisasi terha.dap pern-ukirnan liar di 
kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke; dan 

b) meryusun pereneanaan penataan pemukiman dan 
penabangunan rumah susun bagi masyarakat di dalam 
kawasan Pelabuhan Perikanan Muare, Angke. 

9. Kepa1  Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 
Provd DKI Jakarta bertugas:  

a) menyusun penyemp-urnaanirevisi Keputusan Gubernur 
No-..mor 1263 Tahun 2006 tentang Panduan Raneang Kota 
Kawasan Pembangunan Terpadu Mu.ara, .Angke 



b) me1akukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk 
menampung dan mengakomodir masukan daIam 
penyusunan;. dan 

e) rner_erbitkan trase jala.n, jembatan dan saIuranfutilitas 
kawasan di loka.si  kawasan Pelabuhan Perikanan. Muara. 
Angke, 

10. Kepala. Biro Hukum Setda Provins:i DKI Jakarta, bertugas 
m.ernbantu penyusunan pera.turan dan ketentuan lain yang 
dibutuhkan terkait pena.taan dan pengembangan kawasan 
.Pelabtinan Perikanan Muara Angke 

11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda 
Provins,i DK1 Jakarta, bertugas memba.ntu Asiaten 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI 
Jakarta dalarn memonitor dan mengoordinasikan pelaksanaa.n 
kegiatan penataan dan pengerabangan kawasan Pelabuhan 
Perikanan Muara Angke terkait dengan pemba.ngunan sarana 
dan prasarana, penataan ruang dan kualitas iingkungan 

12. Direksi PD Pasar Jaya, bertugas: 

a. menyusun reneana pembangunan dan pengembangan Pasar 
Jaya di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara A.ngke; dan 

b. melakukan perribina,an kepada para pedagang yang berada 
di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke untuk terdb 
berusaha. 

13. Direksi PD Air Minum Jaya, bertugas rnenyediakan 
kebutuhan air bersih dan meren canakan pemasangan 
jaringar_ air bersih dala.m kawasan Pelabuhan Perikanan 
Muara Angke 

14. Direksi Bank DKI, bertugas menyediakan kebutuhan sarana 
pendukung dengan rnembuka kantor eabang untuk proses 
transaksi keuangan di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara 
Angke 

R PROVINSI DAERAH KHUSUS 
KOTA JAKARTA, 
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